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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis kemukakan tentang

penerapan psikologi hukum dalam proses peradilan perkara anak yang

berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana perkosaan, maka dapat

ditarik sebuah kesimpulan, sebagai berikut:

iy

Peraturan perundang-undangan telah mengakomodasi arti pentingnya
Psikologi Hukum dalam Proses Peradilan Perkara Anak yang
Berhadapan dengan Hukum dalam Tindak Pidana Perkosaan. Hal
tersebut terbukti dari adanya beberapa pasal dan ayat dalam beberapa
peraturan perundang-undangan yang mengatur dengan tegas upaya
pemberian perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan
hukum dalam proses peradilan perkara anak diselenggarakan.
Pemberian perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan
hukum selama proses peradilan berlangsung dilihat dari tata cara dan
perilaku para penegak hukum yang bertugas menangani perkara anak
selama proses peradilan.

Penerapan Psikologi Hukum dalam Proses Peradilan Perkara Anak
yang Berhadapan dengan Hukum dalam Tindak Pidana Perkosaan,
secara faktual dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang telah diatur
dalam peraturan perudang-undangan yang berlaku guna memberikan

perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak. Penerapan
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psikologi hukum berdasarkan peraturan yang ada lebih menuntut agar
penegak hukum yang menangani perkara anak yang berhadapan
dengan hukum lebih memperhatikan psikologis anak korban/anak
saksi. Pada prakteknya penerapan psikologi hukum yang dilihat dari
perilaku (keadaan psikologis) penegak hukum yang sedang menangani
perkara anak masih belum terealisasikan dengan baik. Hal tersebut
diakibatkan oleh masih adanya penegak hukum yang selama
menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum sering
memberikan penilaian dan putusan yang bersifat subyektif.
B. Saran
Saran yang dapat penulis berikan berdasarkan judul tesis penerapan
psikologi hukum dalam proses peradilan perkara anak yang berhadapan
dengan hukum dalam tindak pidana perkosaan adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya ketegasan dalam peraturan perundang-undangan, bahwa
penerapan psikologi hukum bukan hanya mengenai perlindungan
terhadap psikologis anak yang berhadapan dengan hukum, melainkan
juga perlu dilihatnya keadaan psikologis dari para penegak hukum
yang akan menagani perkara anak. Perlu diaturnya peraturan
perundang-undangan bagi penegak hukum agar dapat mengikuti
psikotes sebelum menangani sebuah perkara anak yang berhadapan
dengan hukum. Disarankan juga agar selama proses peradilan

berlangsung diadakannya tim khusus yang akan mengobservasi
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perilaku penyidik, penuntut umum dan hakim anak selama
menjalankan proses peradilan perkara anak.

. Perlunya pembinaan/pelatihan berlanjut bagi penegak hukum yang
tidak menghiraukan akan pentingnya peraturan mengenai penerapan
psikologi hukum dalam proses peradilan tindak pidana perkosaan
terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu perlu diatur
dalam peraturan perundang-undangan mengenai standar-standar
psikologi hukum (perilaku/keadaan psikologis) tertentu dari para

penegak hukum yang akan menangani perkara anak.
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